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ABSTRAK

Bahwasanya penelitian ini mendiskripsikan tentang Implementasi program beras miskin dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin di Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya Implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitan Kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kendari dengan mengambil Objek diKelurahan Kessilampe. Informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat miskin di Kelurahan Kessilampe yang terlibat dalam program Raskin, camat dan staff di Kecamatan Kendari serta Penanggung jawab Raskin tingkat Kelurahan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen. Data yang didapat kemudian dianalisa dengan melibatkan penyajian pengerjaan reduksi data dan penyajian data sampai tahap penerikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Implementasi program Raskin dilokasi penelitian dalam rangka mencapai tujuan program belum optimal, ditandai dengan pendataan terkait masyarakat penerima manfaat adalah data yang tidak akurat, kurangnya sosialisasi dalam rangka penyaluran Raskin, sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana pendistribusian program raskin tidak memadai, Kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang ata kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural atau struktural. Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir masalah kemiskinan ini seperti melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Beras Miskin sebenarnya merupakan salah satu dari usaha Pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin berdasarkan PAGU (Plafon Gubernur). 
Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran dari Program Raskin ini adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 Rumah tangga sasaran program Raskin dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15kg/Rumah Tangga Sasaran/bulan (Paduan Umum Raskin, 2016 : 14). Permasalahan lainnya ialah pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang kadang terlambat, Hal ini disebabkan karena tidak adanya jadwal yang pasti mengenai datangnya Raskin ini dari Kelurahan maupun dari Bulog. Dari paparan mengenai Program Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan distribusi beras miskin masih terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem yang dijalankan.

TINJAUAN PUSTAKA
A.  Kebijakan Publik
Menurut Carl J.Friedrich, 1963 dalam Kristian (2014:109) menyatakan Kebijakan adalah suatu tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Anderson dalam (Wahab, 2004:2) mengemukakan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang di hadapi. Menurut R.S Parker dalam Ekowati, (2005:5) Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Selanjutnya Lasswell dalam Nugroho (2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang di proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu. Menurut Nakamura dan Smalwood dalam Ekowati. (2005:6), kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut.
B. Konsep Implementasi Kebijakan
Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Maka harus ada implementor yang konsisten dan professional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target groups). Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Santoso (2012: 41) Mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: “is the stage of policymaking between the establishment of a policy” (tahap pembuatan kebijakan dan pembentukan kebijakan). Pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan di tegaskan oleh Udoji dalam Santoso (2012: 42) sebagai: “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan” 

Implementasi kebijakan selalu menarik untuk di kaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada di luar lingkungan kebijakan. Sebagai alat administrasi hukum fokus perhatian dari implementasi  kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku agar memberikan dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 
C. Program Beras Miskin (RASKIN)
Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Adapun yang di maksud dengan program Raskin dalam penelitian ini adalah program penanggulangan kluster satu, melalui program ini pemerintah memberikan bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Jika rata-rata konsumsi beras nasional sekitar 113,7 kg/ per kapita/ tahun dan setiap RTS-PM terdiri atas empat jiwa, maka program raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,6% dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap RTS. Program raskin tergolong program nasional.
D. Keluarga Miskin dan Kemiskinan
Menurut Prof. DR. Emil salim dalam Noor (2007:288) yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu melangsungkan hidupnya sampai suatu taraf yang di anggap manusiawi (BAPPENAS dalam BPS). Keluarga adalah unit/satuan masyarakat yang terkecil dan sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat kelompok ini, dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan Primary Group. Sejalan dengan pandangan di atas, Radwan dan Alfhan dalam Heri dan Burhanuddin (2013:5) mengemukakan bahwa terdapat pandangan baru yang menunjukkan bahwa ukuran pendapatan perjiwa saja tidak mewakili kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Kegagalan Growth oriented strategis approach dalam mengurangi ketidak merataan pendapatan masyarakat dan membasmi kemiskinan. Oleh karena itu dituntut adanya perubahan besar dalam pembangunan dengan berbagai sistem pendekatan yang jitu terhadap upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penghapusan kemiskinan, dan kekurangan lapangan pekerjaan, maka upaya pendekatan basic human needs dari ILO pada dasarnya juga mencerminkan perubahan arah pembangunan ini. Dalam kaitan ini, program RASKIN merupakan salah satu kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yakni kebutuhan akan pangan, khususnya beras yang cukup dengan kelompok sasaran adalah rumah tangga miskin (RTM).
METEODOLOGI PENELITIAN
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari, JL. Mahoni II (kampung butung). Informan yang dipilih merupakan informan yang mengetahui informasi menyangkut data yang dicari oleh peneliti. Peneliti melaksanakan wawancara dengan para aparatur yang telah di pertimbangkan.  Informan dalam penelitan ini meliputi : Camat di Kecamatan Kendari, Staf Kecamatan, Penanggung Jawab Raskin tingkat Kelurahan, Staf Kelurahan serta Masyarakat penerima rasikin Kelurahan Kessilampe. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian. Selanjutnya berikut ini kegiatan pengumpulan data yang  di gunakan dalam penelitian ini yang di adaptasi dari buku Asmani (2011 : 122-123) sebagai berikut : Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Analisis dilakukan setelah melalui tahapan pengumpulan data.Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011: 337), terdapat tiga teknik analisisi data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.
HASIL PEMBAHASAN
A. Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) pada Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari.

1. Komunikasi

Komunikasi juga diperlukan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Dengan adanya komunikasi yang baik antara yang membuat kebijakan dengan target atau sasaran dari kebijakan publik tersebut, maka implementasi akan menjadi efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dengan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dari hasil penelitian mengenai komunikasi pada implementasi program raskin di Kelurahan Kessilampe diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan raskin kurang melakukan sosialisasi kebijakan baik secara formal maupun informal. Sosialisasi akan tidak efektif jika dikaitkan dengan waktu sosialisasi yang jarang dilakukan oleh implementor. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan hanya dengan mengumpulkan ketua RT kemudian di berikan informasi berhubungan dengan raskin. Adapun sosialisasi yang dilakukan secara informal dan tidak didukung dengan sosialisasi formal maka sosialisasi yang dilakukan tidak akan dapat menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan secara utuh bahkan dapat memunculkan persepsi berbeda-beda di antara penerima informasi.
2. Sumber Daya
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni Kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen. Hasil penelitian bahwa sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana pendistribusian raskin di kelurahan kessilampe tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimalnya implementasi program raskin selain kekurangan staf, juga kekurangan pengetahuan tentang program raskin itu sendiri padahal telah diketahui bahwa Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi program raskin untuk menunjang kelancaran dalam pendistribusian raskin.
Tabel 1. Laporan Pembiayaan Raskin Tahun 2016
	No
	RTS
	Kuantum
	Nilai (Rp)
	Bulan
	Bayar (Rp)
	Tunggakan

	1

2

3

4
	121

121

121

121
	1,815

1,815

1,815

1,815
	2.904.000

2.904.000

2.904.000

2.904.000
	februari

mei

agustus

November
	2.904.000

2.904.000

2.904.000

2.904.000
	Lunas

Lunas

Lunas

Lunas

	Jumlah
	11.616.000
	Rp. 11.616.000


Sumber data : Kantor Kelurahan Kessilampe, 2016.
Pada tabel diatas menggambarkan bahwa pembayaran raskin pada tahun 2016 tidak mengalami tundakan sehingga tidak adanya hambatan dari warga mengenai masalah pembayaran dan pendistribusian Raskin tersebut.
3. Disposisi

Dalam rangka pelaksanaan implementasi program Raskin diKelurahan Kessilampe masih ada saja permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan salah satunya seperti kurang tepat waktunya dalam pendistribusian Raskin dikarenakan implementor yang menguasai substansi kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal ini, protes masyarakat masih terus bermunculan dalam proses pelaksanaan implementasi salah satunya mengenai waktu. Yakni program Raskin seharusnya diterima oleh masyarakat setiap bulannya tetapi kenyataannya pendistribusian terjadi hanya 4-5 kali setahun, berdasarkan temuan lapangan yang penulis dapatkan, pendistribusian program Raskin datangnya tidak menentu sehingga merugikan masyarakat miskin. Padahal tujuan dari program ini ialah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat miskin setiap bulannya. Hasil peneitian menggambarkan bahwa pendistribusian program Raskin merugikan masyarakat miskin, padahal dalam aturan program Raskin diterima setiap bulannya. Hal tersebut juga menyebabkan Implementasi program Raskin dikatakan belum optimal dan belum berjalan dengan lancar bahkan tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai cukup keinginan dan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut biasanya tidak dapat terlaksana dengan baik karena terdapatnya kelemahan dari struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Hasil penelitian Dalam pelaksanaan suatu program melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam struktur organisasinya, maka tidak diherankan jika masyarakat dalam hal ini mengalami masalah dan ingin mengurusnya maka mereka akan kebingungan jika terlalu banyak pihak yang bekerja dalam pelaksanaannya.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya proses implementasi kebijakan program Raskin 
1. Kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin.
Pengawasan dalam hal ini mengacuh pada pelaksanaan monitoring oleh pihak otoritas yang memiliki wewenang dalam proses  penyaluran beras untuk rakyat miskin tersebut, yaitu pusat kepada provinsi, provinsi kepada kabupaten/kota, dan seterusnya hingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan terhadap pelaksanaan distribusi Raskin oleh pihak kelurahan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukan sudah dengan tidak adanya pengawasan yang jelas dari pihak yang memiliki otoritas dalam penyaluran  beras miskin justru malah menimbulkan sumber masalah baru pada proses penyaluran beras miskin kedepannya dan oleh karena itu peran seluruh aparat pemerintah di kelurahan maupun kecamatan dan instansi yang terkait dalam proses penyaluran raskin harus lebih di optimalkan.

2. Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima Raskin (undercoverage), adapun beberapa faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran itu adalah :

a) Data penerima raskin ditingkat Kelurahan karena data yang di gunakan adalah data yang dikeluarkan oleh pihak BPS yang seharusnya bekerja sama pihak kelurahan dimana disini pihak Kelurahan akan tahu persis siapa saja warganya yang bisa di golongkan sebagai calon penerima raskin hal tersebut tentu saja merugikan keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan raskin tersebut.

b) Cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar rumah tangga miskin sehingga kadang kala menggunakan mekanisme random atau hanya melihat dari segi fisik masyarakat tersebut seperti kondisi rumah, harta benda, bahkan kendaraan padahal indikator tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam memberikan persepsi tentang kemiskinan.

c) Dalam kependudukan tentu saja sering terdapat fase atau proses fertilisasi, mortalitas dan migrasi, yang tentu saja dapat mempengaruhi proses pendataan Rumah Tangga Miskin baik oleh pihak BPS Kota Kendari atau oleh pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan dan Kelurahan sehingga ada kalanya data harus diperbaharui agar bisa dijadikan pedoman dalam pendistribusian beras miskin tersebut.

d) Prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama hal tersebut dikarenakan data masyarakat miskin diambil dari hasil survey Badan Pusat Statistik Kota Kendari yang dilaksanakan dalam kurung 5 Tahun sekali yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015, jadi data RTS yang di pakai masih berasal dari tahun 2015, padahal kemiskinan sendiri bersifat relatif artinya dalam kurung bulan saja seseorang sudah bisa beralih dari miskin menjadi sejahtera, ataupun sebaliknya dari sejahtera hingga jatuh miskin.

3. Kurangnya sosialisasi dalam rangka penyaluran Raskin
Permasalahan yang muncul menyangkut penargetan dan penyaluran program beras miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi program.  Disini seharusnya dari pihak Kecamatan atau Kelurahan memberikan wewenang pada masing-masing RT dan RW yang ada dikelurahan Kessilampe dalam mementukan siapa saja warga yang berhak menjadi RTS, sehingga tidak hanya berpatokan pada data yang diterima oleh BPS dan minimnya sosialisasi pada tahap pendataan dapat mengurangi munculnya Moral Hazard dalam penentuan target. Di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial. Secara kelambagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, sedangkan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai penanggung jawab sosialisasi Nasional hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya terbatas dan hanya dapat di akses oleh kalangan tertentu seharusnya dapat diupayakan ditingkat kebupaten, kecamatan atau kelurahan melalui spanduk atau selembaran dan juga televisi kabel lokal yang biasanya menyiarkan kegiatan-kegiatan Pemda atau masyarakat yang sudah ada di Kota Kendari. Upaya penyebaran brosur tentang kreteria rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat, jumlahnya terbatas, juga kurang informatif bagi masyrakat umum, selain itu, kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantuan program juga tidak berjalan di semua wilayah. 

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Implementasi kebijakan program beras miskin (Raskin) dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin di Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari dilihat dari aspek komunikasi yaitu mengenai kelompok sasaran (target group) dan pengsosialisasian program Raskin, sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana tidak memadai terutama sumber daya manusianya, pada aspek disposisi yaitu para pelaksana mengambil kebijakan yang dapat merugikan masyarakat, sruktur birokrasi mengenai pendistribusian tidak sesuai SOP, aspek-aspek tersebut dianggap belum berjalan secara efektif dan efisien

2. Adapun Faktor-faktor yang memengaruhi tidak berhasilnya proses implementasi kebijakan program Raskin di Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari adalah sebagai berikut : yang pertama kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin, yang kedua penetapan daftar nama-nama rumah tangga miskin sasaran yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya, dan yang ketiga kurangnya sosialisasi dalam rangka penyaluran raskin

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, yaitu program Raskin perlu direvitalisasi, dengan cara :

1. Diharapkan kepada aparatur Kelurahan Kessilampe dapat memperbaiki kinerja mengenai implementasi kebijakan program Raskin di wilayah kerjanya, agar permasalahan-permasalahan dalam program raskin tersebut dapat segera terselesaikan.

2. Diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya terdapat kontrol atau pengawasan oleh pemerintah setempat
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